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_ 1 chgsa yang cmi'a damm harus siap unfuk menghadapi
| pepemngan. Dan dem.v memeliham perdamamn suatu bangsa,
d:periukan kesmpan kekuatan bersenjata agar setiap saat
dapat mehndungs kedau!atan bangsa itu sendiri.
' selain ﬁu ‘kedamaian suatu bangsa akan selalu mendapat
rongrongan dari berbagay pihak baik dari dalam maupun dari
fuar bangsa itu sendiri. Rongrongan dari dalem dapat timbul
melalui amng, keiompok orang, atau golongan yang merasa
t:dak puas dengan pemenntahan yang ada, ataupun yang
memlhkr .'deolog: berbeda dan berupaya untuk
A menempkannya
Rohgmngah dari luar dapat berbentuk ingin menguasai
wilayah maupun ke!myaah sumber daya alamnya. Walaupun
dalam buku putih departemen pertahanan tahun 2003

dinyataian bahwa ancaman invasi atau agresi militer negara
lain terhadap indonesia diperkirakan kecil kemungiinannye,
namun tidok musiahil dapat terjadi.




'rena n:u, diSthOl‘ pertahanan Negara

. _"an pcrtahanan dengan memadukan ke—

mampuan - pertahanan mlhter dan

‘nirmiliter untuk menangkal sedap ke-
mungkinan ancaman serta apabila
kondisi, memaksa, mampu mengha-
dapi segala  perubahan situasi (ling-
kungan strategis).

Undang-Undang Dasar 1945 pada

Pasal 30 ayat 1 dan 2 dengan jelas

mengatur t:entang pcrtahanan Nega-
ra yang melibatkan TNI dan rakyat
sebagai benkut o

(N Ti.e.l_pft:i.ap__:{?vgrga Négar_a berhak
dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan Nega-
ra.

(2} Usaha Pertahanan dan keamanan
negara dilaksanakan melalui sis-
tem pertahanan dan keamanan
rakyat semesta oleh Tentara Na-
sional Indonesia dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia, se-
bagai kekuatan utama, dan rak-
yat sebagai kekuatan pendukung.

Persoalannya apakah dapar dilaksana-

, alam Buku Putih Departe- -
men Pertahanan R.I tahun
'2008 dinyatakan; oleh ka- -
_dema’e kedepan. “Sudah bany
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kan pcmbcntukan komponen cad : g_

an dalam upaya mercahsas:kan_ it
pertahanan rakyat semesta. dalam

dang—undang pertahanan yang -
2ty dan kini sedaﬁo dloodok R:mcano—

-an Undang-undang Komponen:'Ca-

dangan. Dipeilukan satu acuan yang
komprehensif untuk membe_n_t_uk
komponen cadangan pertahanan.

Fakror lain yang akan mempengarﬁhi
adalah kemampuan anggaran negara

. untuk mendanai pembentukkan kom-

_poneh cadangan pertahanan. Reali-

tanya untuk mendanai komponen
utama per{ahanan saja pemerintah

8 'mgwh belum dapat mengalokasikan

anggaran yang cukup.

Negara Kesatuan Republik Indone-
sia tidak lupur dari berbagai gang-
guan keamanan, mulai terror bom
sampai pencurian kekayaan sumber
daya alam. Dari berbagai kejadian
tersebut sangat sedikit paritisipasi
aktif masyarakat dalam menghadap-
inya. Apakah itu berupa peringatan
dini (early warning) ataupun peran
aktif lainnya.

Namun peran masyarakar terlihat pada
saat terjadinya bencana Tsunami di
Aceh. Suatu fakta bahwa peran ma-




membentuk keiompok smga benca-
na. Lalu bagazmana dengan sektor
pertahanan dan keamanan Ncgara
apakah penyiapan masyarakat seba-
gai komponen pendukung dapat di-
lakukan oleh Departemen Pertahan-

KEMAMPUAN SEKTOR ==
PERTAHANAN o

Dalam bidang pertahanan Negara
Republik Indonesia, komponen uta-
manya adalah Tentara Nasional In-
donesia (TNI). Kekuaran TNI saat
ini yang kurang dari 500.000 personil

untuk menjaga wilayah NKRI yang
sangat luas dan populasi lebih dari
200 jura penduduk, dengan peralat-
an yang sangat terbatas dan sebagian
besar sudah sangat tua usianya, sa-
ngatlah kurang masuk akal untuk
dituntut dapat berbuar maksimal
dalam menjaga wilayah NKRI.

i peran : a.ktxf dalam memehhara, men—_: ._
R ]aga dan menghadapl bcrbagai }cms

* dalam menghédapl bcncana dengan':

i Hai ini dapat kita amati’ tentangz-;-'_ :

diPﬁl’ all’ ark nusantar a

'_Sementa:a iru du ungan anggaran

(alat urama sistem senjata) reiauf

sangat kecil d;bandmgkan belanj_q_

personil, maka untuk memenuhi ke-
butuhan alutsista men jadi sangat ter-
batas. Anggaran alutsista sendiri le-
bih diprioritaskan uiit_iik keperluan
pemeliharaan dan perbaikan (harkan).
Wilayah perairan yang sangat luas
dengan garis pantai nomor dua ter-
panjang setelah Kanada, hanya dila-
yani oleh kurang dari 300 kapal TNI
AL dari berbagai jenis yang sebagian
besar bukan kapal perang. Semen-
tara untuk kekuatan udara Indone-
sia hanya memiliki kurang dari lima
skadron tempur udara.

Dengan keterbatasan yang ada, maka
dicanangkan pola kekuatan minimum
essential force, dengan pola PEEM
(Profesional Efektif Efisien dan Moderen)

pertahanan yang dapat dlaiokas1kan '
'; “oleh’ negara hanya 0.8 persen dan
'PDB (Pendapatan Domestik Bruto)
'atau nomor dua terkecil di Asia Teng—
gara setelah ‘negara Laos (0.4% PDB).
Dengan anggaran yang sangat {erba-_ .
tas dimana alokasi untuk’ peralatan

o nyla.p:;r.l. iﬁcrekﬁ:.' unruk mampu f-b"er-”.' - maraknya kapal—kapal 1kan asmg yang

| .:seenaknya meiakukan pencunan Lkan:{"
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) Dalam sistem per!:ahanan Megara ten-
- t tdak’ sa;a ‘harus bertumpu pada
kekuatan ancrkatan bersenjata Di
.berbagal negara, . kekuatan angkatan
------bersenjata changgap sebagai kekuat-

an awal penangkai selanjutnya diper-
"'..'.kuat dengan kekuaran cadangan -

" baik persoml yang sudah pensiun dan_

dmas rmhter maupun personli dan
rakyat sukarela yang, terlatih

Maka sangat menarik untuk menin-
daklan}uu artikel Bapak Letjen TNI
(Purn.) Sayidiman Suryohadiprojo
p'_ad_é:_]umal' I_ntelijcri_ & Kontra Inte-
lijen VoiV, NOZS (September -
Okrober 2008) tentang Pemberdaya-
an W_i:la‘yah Pertahanan Untuk Me-
n__jzi_apk_an .Kompgn.en Cadangan dan
Komponen Pendukung Sishankam-
rata.

Memang uniuk membangun pola
Sistem Pertahanan Rakyat Semesta
(Sishankamrata) pada saat ini tidak-
lah mudah. Akan ada resistensi dari
segolongan masyarakat dengan alas-
an penyiapan komponen cadangan
untuk Sishankamrata merupakan upa-
ya mengembalikan militerisme di
Indonesia, ataupun dianggap sebagai
* Hal ini

merupakan pandangan negaif terha-

multplier kekuatan TNI.

dap militer, atan memang tidak ingin
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~ NKRI memdﬂq kekuatan militer ya_ng |

'kuat dan profc:ssmnai

Kemarnpuan belan]a Imhter }uga me- I_ _
rupakan kendala. tersendm

__-.Pencradaan Aiutsmta TNI pemenn—"f

-.tah ma31h bertumpu pada dana. pm-.;: .

;aman Tuar negeri melalui program -

' Kredit Ekspor Walaupun sejak awal -

tahun 80-an telah diupayakan pem{”
berdayaan kemampuan industri stra-.
tegis dengan dukungan alokasi a_r_1_g,—___.-
garén khusus (program On-Top),
nyatanya hingga saat ini untuk pro-
duk yang dapat diproduksi di dalam

negeri masih sulit untuk memenuhi

standar logistik. Contohnya; untuk
memenuhi munisi  caliber kecil
(MKK) agar mencapai standar 2,4xBP
(Bekal Pokok) masih sulit direalisa-
sikan.  Belum lagi menyangkut pe-

sawat tempur ataupun kapal perang.

Maka apabila dilaksanakan persiapan
komponen cadangan, dari mana sum-

ber perlengkapan yang akan diguna-
kan.

POLA PERTAHANAN.

Pola pertahanan NKRI berpatokan
pada sistem pertahanan rakyat semes-
ra (Stahankamrara), seperti yang di-

Untuk S
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Sebutkan dalam LamPlfan Peraturam |

Doktrm da.a Sn'ategi Pemahzma.n

S '."Ddlﬂm _mngkal menjdgzz, mflm'

e dzmgz, :
""naszomzl Pasal 30 UUD. 1945
) mengamanatfean baiywzz zmz/m per—
* tahanan dan, Feamanan negara. di-
: ld/esamz/ezm melalui sistem perm/mn-—
“an dan kemanan rakyat semesta
--.(stfmnktzmmm) dengan’ Tentara
- Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negczrzz_ Republzk Indone_sm sebagai
kekuatan utama, dan rakyat seba-
“gai kekuatan - pendukung. Sishan-
hamrata adalah doktrin dan seka-
ligus strategi pertabanan negara yang
menggunakan segenap kekuatan dan
kemampuan komponen militer dan
non militer secara menyeluruh dan
terpads. Sishankamrata adalah juga
strategi penangkalan yang bersifat ke-
rakyatan, kewilayahan, dan kese-
mestaan. Dalam rangka menjamin
kepentingan keamanan nasional,
Sishankamrata melibatkan secara
komprebensif segenap departemen
dan lembaga pemerintah non de-
pariemen serta keikuiseriaan yang
sah semua elemen bangsa. Salah satu
wujud Sishankamrata adalah bela

negara yang diimplementasikan ke

din memelihara keamanan.

" dalam séﬁézzﬁgz:t cinta tapah air, per-

i Presiden Repubhk Indone&a Nomc)r' o '_szztuzzn dan kesatuan. dalczm rangka :

7 TAHUN 2008. Huruf B Angka 3 menjaga keusuhar Nfgfzm Kesaru=

Slan Repuélzk Indanesm

'.-'_'Pertahanan Rakyat semesata. adalah_';_ |
swtem pcrtahanan yang mehbatkan S
'.f-seluruh komponen bangsa dengam i

"TNI sebagai: Lekuatan awal. Maka o

scbagai konsekuensi sistem pertahan- :

an yang dianut tersebut, Departemen

Pertahanan selaku induk dari pelak-

sana:tugas, penanggung jawab .dan
pembina sistem pertahanan didukung
dengan Doktrin Induk Pertahanan
Negara. ' Dengan demikian pelaksa-
naan Sishankamrata dapat berjalan
dengan baik dan sesuai dengan sa-
saran yang ingin dicapai.

TNI selaku unsur pelaksana pertahan-
an menganut pola; Operasi Militer
Perang (OMP) dan Operasi Militer
Selain Perang (OMSP). - Selaku ke-
kuatan awal, TNI harus memiliki
logistik peralatan yang cukup sesuai
dengan doktrin yang ada. Kekuatan
logistik ini juga harus memperhitung-
kan alokasi untuk komponen cadang-
an sehingga dalam menentukan per-
hitungan Bekal Pokok dapat diten-
tukan kebutuhan komponen cadang-
an apabila situasinya memburuhkan.
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Sesuai dengan undang—undang Perta-
) hanan Negara yang berlaku, keduduk-
an Depart_c:_n}e_n Peratahanan merupa-
kan puncak dari pengelolaan sistem

_ ___.p_e_n_:a.hanan. Negara dengan ranggung .

‘jawab yang sangat besar dalam- pe-
laksanaannya ‘Maka sudah sewajar-
nya: Departemen Pertzhanan selakn
Pemnbina Kekuatan (Binkuat) ‘memi-
liki Dokerin Induk Pertahanan Ne-
gara maupun cetak biru (blue prini)
pertahanan ‘negara. Dengan adanya
cetak biru perrahanan maka segala
kegiatan dapat terpola dan tidak ber-
sifat sementara (ad-hoc). Markas Besar
TNI selaku pengguna kekuaran (Gun-
kuat) ‘dapat melaksanakan fungsi
tugasnya tanpa memikirkan kekurang-
an dukungan alat peralatan maupun
personil esenst.

Dalam Peraturan Menteri Pertahan-
an Nomor: Per/23/M/X11/2007, ten-
tang Dokerin Pertahanan Negara Re-
publik Indonesia, telah disahkan
Doktrin Pertahanan secara resmi.
Doktrin ini yang akan dijadikan
dasar pelaksanaan penyelenggaraan
pertahanan negara (Pasal 1).

Doktrin baru yang mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan yaitu tang-
gal 28 Desember 2007 merupakan

pengganti Dokurin sebelumnya yai-

g
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tu-Keputusasn Menteri Pertahanan

Keamanan Nomor: Kep/17/X71 991

--tertanggal 5. Oktober 1991.

_Daiam Doktrm baru ini dljabarkan___
‘tentang Doktrin Pertahanan Militer
‘dan Dokin Pertahanan Nirmiliter.

Dokirin Pertahanan Militer dijabar-

kan oleh TNI menjadi Doktrin Tri
Dharma Eka Karma (Doktrin Tridek).
Sedangkan Doktrin Pertahanan Nir-

militer merupakan bagian dari Dok-
trin Pertahanan Negara, penjabaran-
nya disesuaikan dengan kompleksitas
fungsi-fungsi nirmiliter serta tuntut-
an kebutuhan. Wewenang penyusun-
an Dokurin Pertahanan Nirmiliter
berada di Departemen Pertahanan.

Harus disadari bersama bahwa per-
tahanan negara juga merupakari ke-
wajiban setiap warga negara dan di-
tuangkan dalam Undang-Undang Da-
sar 1945. Dalam Undang-Udang
tersebut dinyatakan peran vital rak-
yat dalam pertahanan negara, dimana
dikatakan bahwa pertahanan negara
dilaksanakan dengan Sistem Pertahan-

an dan Keamanan Rakyat Semesta.

Di sini peran rakyat sangat menge-
depan, rakyat dalam mempertahan-
kan negara dapat melakukannya se-
cara langsung dengan bergabung se-




- negara

o JURNAL CSiCIVoI VIMELJUNI 2009 - No.29

 cara’ sukarela menjadl prajunt TNI,

maupun secara udak langsung mela-

o ui profesi masmg—masmg memberi-
. kan konmbum untuk pertahanan

Maka;jéiéslah;-ab:ahwa pola pertahan-
~-an Negara Kesatuan Republik Indo-
* nesia’ merupakan  Pola Pertahanan
Rakyat Semesta,  menjadi ‘tugas pe-
merintah ' menyadarkan rakyatnya
untuk 'berkonii_t_men terhadap kea-
manan-dan‘pertahanan Negara. .

Perlu diketahui bahwa negara yang
dianggap -paling - demokrasi seperti
Amerika Serikat hingga saat ini masih
terus mempersiapkan komponen ca-
dangan, bahkan mereka memiliki
kekuatan Garda Nasional yang tidak
berbeda dengan kekuatan milicer regu-
lar. Demikian juga dengan negara
pulau Singapura tetap memberlaku-
kan wajib militer untuk mendapat-

kan rakyat terlath yang signifikan.

KEBIJAKAN PERTAHANAN

Kebijakan pemerintah dalam bidang
pertahanan sesuai dengan doktrin
Sishakamrata adalah mensinerjikan
kinerja komponen Milirer dan kom-
ponen Nirmiliter dalam menjaga,
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_nielindungi-dan memelihara kepen—_':' '

tingan nasional Indonesia. Maka

terdapac dua- doktrin pertahanan, -

doktrin militer yang bersifat Trimatra

-Nusantara;(Angkatan -Da_rat,_Angkat—---_-'
~an Laut, Angkatan Udara), dan dok- - -

-trinenirmiliter yang bersifat. Dwi-

darma Nusantara (komponen cadang-

an dan komponen pendukung). Pen-
sinerjian kekuatan militer dan keku-
atan .nir militer diharapkan akan
menghasilkan kekuatan perrahanan
negara yang kokoh, kuat dan massif.

Lalu bagaimana dengan kebijakan
dalam pembangunan kekuatan per-
tahanan, apakah sudah ada &/ueprint
yang komprehensif ? Untuk mem-
bangun kekuatan pertahanan yang
ideal diperlukan suatu perencanaan
yang matang dengan memperhatikan
berbagai aspek seperti, luas wilayah
dan berbagai aspek geografisnya. Be-
rapa kekuatan personil yang ideal,
peralatan apa saja yang akan meleng-
kapi kekuatan perrahanan, dan sete-
rusnya. Dengan adanya suatu blue-
print pembangunan pertahanan maka
dapat dibuat prioritas pengembang-
an personil maupun penambahan/
penggantian alat peralatan yang di-
butuhkan.

Kebijakan pembangunan kekuaran




 pertahanan akan berimplikasi ‘pada
3 -3-'kemamp'u'ma penyelenggara pertahan-
' -_'-:'f_an negara dengan’ segzda permasalah-

.;annya “Hal tersebut menyangkut

*strategx pertahanan negara secara -

SRR pembancrunan pertahanan, sarana’ dzm

' -'prasarana pertahanan yang ‘ada dan
yang. dlpred1k51 harus dimiliki guna
mendukung profesmnahsme pelaksana
‘fungsi pertahanan, juga jumlah dan
kondisi alutsista serta anggaran yang
rersedia, ‘dan seterusnya.-

MEMARAKAN KEMBALI
RESIMEN MAHASISWA

i awal era reformasi negeri ini timbul
euforia demokrasi yang oleh segolonig-
an masyarakat diartikan sebagai meng-
hilangkan hal-hal yang berbau militer
di segala lapisan masyarakat, terma-
suk di perguruan tinggi. Timbullah
wacana menghapuskan resimen ma-
hasiswa di perguruan ringgt. Sampai-
sampai beberapa sesepuh Resimen
Mahawarman di Bandung berupaya
meyakinkan para yuniornya akan
masih perlunya keberadaan Resimen
Mahasiswa di perguruan tinggi.

Keberadaan Resimen Mahasiswa tidak
lepas dari adanya keburuhan bala
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_cadanga,n perrahanan dari kalangan

sipil. ~ Tidak saja Resimen Mahasis-
wa'(Menwa), tetapi juga keberadaan

Korps Pertahanan Sipil (Hansip) dan,_

Korps Pcrtahanan Rakyat (Hanra)

‘Menwa sendiri sudah diterapkan se}ak

Amenkai

iama di bcrbagal Negara.

disebut ROTC(Reserve Officers’ fZ?z_z;zn»
ing-Corps) sejak tahun. 1862. - Dia-
wali dengan Undang-Undang Morrill
dengan dibentuknya lznd-grant.col-
leges, yang intinya memasukkan kuri-
kulum ‘kemiliteran pada pergumén
tinggi. Kemudian diawali dengan
dibentuknya ROTC di Norwich Uni-
versity di Northfield, Vermont, univer-
sitas yang didirikan pada tahun 1819.

Hingga era tahun 60-an, banyak per-
guruan tinggi di AS yang mewajib-
kan mahasiswa laki-laki untuk meng-
ikuti program ROTC. Namun dengan
maraknya protes atas keterlibatan AS
dalam perang Vietnam, kewajiban
tersebut di beberapa perguruan ting-
gi dihapus dan dijadikan sebagai ku-
rikulum sukarela. Siswa yang bermi-
nat mengikuti program ROTC da-
pat melakukannya di luar kampus.
Namun saat ini perguruan tinggi
seperti Harvard dan Columbia dan

beberapa perguruan tinggi lainnya
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teiah meng&mbahkan progra_rn ROTC‘

kedala_m kampus mereka

Sela_in_ _m_é::fnb;f:ntuk_kompc')nen cadang—

an, -program ROTC juga berrujuan

untuk mendapatkan calon-calon ‘pe- -

mimpin dan 'tf:}:'}'aga ‘profesional.+ Di
Philippina program ROTC dimulai
pada tahun 1912; tepatnya di Uni-
versitas Santo Tomas. Korea Selatan
mulai menerapkan pada tahun 1963,
dan Republik Rakyar ‘Cina mulai
menerapkan pada tahun 1997.

Menurut catatan Pentagon, ROTC
telah menghasilkan banyak perwira di
berbagai kecabangan Angkatan Ber-
senjata AS. Jumlah prosentasinya se-
kitar 56 persen di angkatan darat,
11 persen di Korps Marinir, 20 per-
sen di Angkatan Laut dan 41 persen
di Angkatan Udara. Di departemen
Pertahanan terdapat sekitar 39 per-
sen perwira akeif yang berasal dari
ROTC. Sedangkan menurut catatan
Asosiasi Alumni ROTC Philippina
(NRAA), diperkirakan sekitar 75
persen korps perwira di Angkatan

Bersenjata berasal dari ROTC.

Bahkan kini ROTC bukan saja ter-
dapat di perguruan tinggi, tetapi juga
di sekolah menengah, seburannya
adalah Junior ROTC, disamping ke-
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panduan yang didirikan oleh keca—"f':
bangan Angka{an Bersen)ata b

Seka:ang : pes_erta-ROTC _bukan lagi g

- program -wajib, -tetapi program -s:_;.« S
kare_l'a’, ‘namun di AS terdapar seko-.

lah-sekolah khusus 5yaﬁg:méricrapkg_ri_
sistem ROTC sebagai kurikulum wa-
jib. ‘Dibawah peramuran perundang-
an yang ada pada saat ini terdapat
tiga jenis program ROTC di lemba-
ga pendidikan, yaitu: -

° Program pada enam senior military
colleges, juga dikenal sebagai seko-
lah milicer. Institusi ini menerap-
kan sistem kelulusan menjadi Kadet
Korps bagl para siswanya, dimana
para siswa akan menjalani pendi-

dikan ROTC selama dua rahun,

o Civillian colleges, dilembaga pen-
didikan ini diterapkan peraturan
angkatan darat, namun lulusan se-

kolah ini tidak diberlakukan ope-

rasional berdasarkan militer.

o Military Junior Colleges (MJC).
Sekolah militer yang menghasilkan
siswa yang siap untuk melanjut-
kan pendidikan militer arau kadet
yang siap dengan memenuhi stan-
dar militer. Lulusan tingkar lanjut
dari lembaga pendidikan ini da-




~pat .ﬁg'cmp'erlo_lehf pangkat resmi
Letnan ‘Pua di Kesatuan Cadang-

" an _'Angkatalj Darat ataupun di
- Army National Guard, apabila yang
-"bersangkutan ‘mendaftarkan -diri
-'-'.sebagax anggoza Korps Cadangan.
~"Selama masa dinas ‘di Keorps Ca-
“dangan * Letnan tersebut dapat
- menyelesaikan pendidikan tingkar
kesarjanaanya. Dan setelah men-
~dapatkan gelar sarjana, ia dapat
masuk dalam Dinas Akuif dengan

pangkat Letnan Satu.

Setiap Matra, termasuk Coast Guard,
memiliki ROTC sendiri. ROTC di-
organisir hampir menyerupai organi-
sasi militer akrif. Para siswa memi-
liki ringkat kepangkatan dan merit
sistem. Siswa ROTC mendapatkan
pendidikan militer secara umum
maupun ilmu-ilmu kepemimpinan
militer. Sehingga nantinya saat me-
reka memilih bergabung dalam militer
akrif, mereka sudah siap.

Lalu bagaimana di Indonesia? Seja-
lan dengan era reformasi dimana TNI
juga telah menyesuaikan diri melalui
reorganisasi, reakrualisasi dan reposisi,
keberadaan Resimen Mahasiswa di
perguruan tinggi masih kurang begi-
tu menggembirakan. Kesan yang

timbul seclah-olah keberadaan Men-
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wa merupakan kehadiran militer
didalam kampus, dan banyak yang
berasumsi bahwa militer itu ideniik

dengan hal-hal yang negatxf

Adaia.h menjadl tugas Departemen'
Pertahanan selaku pembina kekuat-
an pertahanan negara untuk membe—"f
sarkan kembali Menwa. B

KESIMPULAN.

Sudah menjadi kebijakan negara bah-

wa sistem petahanan negara berpijak
pada sistem Pertahanan Rakyat Se-
mesta. Maka kewajiban negara pula
untuk membina masyarakatnya untuk
membela negaranya dengan profesi-
nya masing-masing.

Namun keberadaan komponen ca-
dangan merupakan hal yang perlu
ada di negara kita, selain kekuaran
TNI yang terbatas, padahal Nusan-
tara ini sangatlah luas dan kaya akan
sumber daya alam. Tidak mustahil,
apabila dikelola secara benar dan pro-
fesional, sumber daya alam Nusanta-
ra dapat menghasilkan pemasukan
negara yang selanjutnya dapat meno-
pang berdirinya angkatan bersenjata
vang kuat, efekdf, efisien, moderen
dan professional.ll




